
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota 
Tasikmalaya, maka perlu diimbangi dengan pengaturan 
penyelenggaraan dan penataan tertib administrasi kependudukan; 

b. bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya berkewajiban memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi
dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting  yang dialami penduduk Kota Tasikmalaya yang
berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota  Tasikmalaya;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dan Retribusi
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  sudah tidak sesuai
lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4117);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634);

12. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 569);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4768);

21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

22. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Perubahan 
Status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;

23. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 
Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat - Istiadat Cina;

24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) ;

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya
Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2008 Nomor 89) ;

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2008–2012 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
 

Dan 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri. 

3. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya. 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah OPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil. 

8. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang membidangi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. 

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Kota 
Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI. 

11. Orang Asing adalah orang bukan WNI. 
12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal 

dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia 
dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang 
berwenang. 
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13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam 
Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap 
dari instansi yang berwenang. 

14. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah WNI yang 
bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya 
dengan membawa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). 

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan 
dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan 
kependudukan. 

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap 
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan 
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

18. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal 
untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke 
tempat yang baru. 

19. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukan 
keadaan karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran 
berbeda dengan penduduk lainnya. 

20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami 
oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang 
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: 
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan 
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, 
perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa 
penting lainnya. 

22. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi 
pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. 

23. Pencatat Sipil adalah petugas instansi penyelenggara Catatan Sipil 
yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang 
dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, 
memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta. 

24. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Kota Tasikmalaya sebagai alat bukti otentik bagi penduduk. 

25. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor identitas keluarga yang 
bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional 
diberikan sekali kepada setiap keluarga yang terdaftar sebagai 
penduduk Kota Tasikmalaya. 

 
 

 - 5 -
http://bphn.go.id/


